PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
DAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PINRANG
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG
DAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PINRANG
DAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PINRANG

DAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PINRANG
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT
INFEKSIUS BARU

NOMOR: 008/225/Bappelitbangda/VIII/2024
NOMOR: 360/96/VIII/BPBD/2024

NOMOR: 430/1400/DINKES/VIII/2024
NOMOR: 500.7.1/660/Disnakbun/VIII/2024
NOMOR: 430/509/DPMD/VIII/2024

NOMOR: 555/148/Diskominfosandi/VIII/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat (22-08-2024 ) yang bertandatangan di bawah ini:

H. A. FAHRUDDIN : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Pinrang, berkedudukan di Jalan Bintang Nomor
1, Kabupaten Pinrang, dalam ha+l ini bertindak
untuk dan atas nama Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

RHOMY M. MANULE : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Pinrang,
berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman
Kabupaten Pinrang, bertindak untuk dan atas
nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

DYAH PUSPITA DEWI : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang,
berkedudukan di Jalan Sukawati No. 52
Kabupaten Pinrang, bertindak untuk dan atas
nama Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

ELVI MARTINA : Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan
Kabupaten Pinrang, berkedudukan di Jalan
Poros Pinrang - Pare Pare KM.6 Kabupaten
Pinrang, bertindak untuk dan atas nama Dinas
Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.

H. A. MAHMUD : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

BANCING Desa Kabupaten Pinrang, berkedudukan di Jalan
Gatot Subroto No. 2 Kabupaten Pinrang,
bertindak untuk dan atas mnama Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Pinrang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KELIMA.

A. HASWIDY RUSTAM : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Pinrang, berkedudukan di
Jalan Bintang No. 1 Kabupaten Pinrang,
bertindak untuk dan atas nama Dinas
Komunikasi, Informatika dan  Persandian
Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEENAM.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK

KELIMA dan PIHAK KEENAM selanjutnya secara bersama-sama dalam

Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri

disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk meningkatkan kewaspadaan
dalam Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius
Baru;

2. Pencegahan adalah peraturan dan prosedur pemerintah, perilaku

masyarakat, dan praktik sektor swasta diperbaharui untuk meminimalkan
resiko:

* wabah penyakit menular pada manusia;
» penyakit zoonosis yang ditularkan kemanusia dari hewan peliharaan
atau satwa liar, dan
+ kemungkinan dan dampak penyakit hewan;
3. Pengendalian Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
manajemen, pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana
kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis;
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4. Zoonosis atau penyakit zoonotik adalah penyakit yang dapat ditularkan
dari hewan kemanusia ataupun sebaliknya;

5. Penyakit infeksius baru adalah penyakit infeksi yang insidennya telah
meningkat beberapa tahun terakhir dan dapat terus meningkat dalam
waktu dekat;

Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200 9tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Nagara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5356);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Nagara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5543);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius;

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan
Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah
Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setujudan sepakat untuk
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan dan Pengendalian
Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, dengan ketentuandan syarat-syarat
sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka mensinergikan
penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit
infeksius baru.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk memberikan kepastian
dalam perencanaan dan penganggaran untuk pencegahan dan
pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru di daerah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama pencegahan dan pengendalian zoonosis
dan penyakit infeksius baru.
Pasal 3
KEWAJIBAN
(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

a. Mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pengendalian
zoonosis dan penyakit infeksius baru;

b. Mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pengendalian
zoonosis dan penyakit infeksius baru;

c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan
penganggaran dalam APBD Kabupaten Pinrang untuk
pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit
infeksius baru;

d. Mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pengendalian
zoonosis dan penyakit infeksius baru;
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e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam
pencegahan dan pengendaliaan zoonosis dan penyakit
infeksius baru;

f. Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis dan strategis untuk
pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit
infeksius baru; dan

g. Mengkoordinasikan monitoirng dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
Menyelenggarakan dukungan teknis dan administrative
terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah (Tikorda)
dalam rangka pencegahan dan pengendalian zoonosis dan
penyakit infeksius baru.

(3) PIHAK KETIGA berkewajiban untuk :
a. Melaksanakan respon cepat melalui investigasi, deteksidini,
dan tindakan teknis yang dibutuhkan; dan
b. Mengoperasionalkan Sistem Informasi Zoonosis/EIDs(SIZE).

(4) PIHAK KEEMPAT berkewajiban untuk :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan surveilans berbasis
kejadian, surveilans berbasis indikator, surveilans
triangulasi, dan surveilans kematian;

b. Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas jejaring
laboratorium;

c. Merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan
penentuan mekanisme darurat; dan

d. Mengkoordinasikan peningkatan kapasitas SDM khususnya
pelaksanaan surveilans terpadu.

(5) PIHAK KELIMA berkewajiban untuk :
a. Mengkoordinasikan peningkatan jiwa kerelawanan
masyarakat;
b. Mengkoordinasikan rekruitmen dan optimalisasi peran
relawan; dan
c. Mengkoordinasikan pengorganisasian relawan ditingkat
desa dan kelurahan.

(6) PIHAK KEENAM berkewajiban untuk :
a. Mengkoordinasikan penyebarluasan informasi media cetak dan
elektronik; dan
b. Merumuskan dan menyusun perencanaan dan penganggaran
pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informai publik dalam
pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru.
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Pasal 4
PEMBIAYAAN
Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada
anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan kewenangan
masing-masing dan atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak
ditandatangani.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA
PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini
berakhir.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang
bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan
maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3
(tga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
BERAKHIRNYA KERJA SAMA
Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :
a. berakhirnya jangka waktu;
b. tujuan telah tercapai;
c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerjasama;
d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan; dan
e. objeknya hilang atau musnah.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaan memaksaa dalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi diluar
kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK yang tidak diperhitungkan
sebelumnya, termasuk bencana alam, kebakaran, dan huru hara.

(2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka PARA PIHAK tetap menyelesaikan kewajiban yang harus dilakukan
sebagaimana kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam penafsiran dan
atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat
untuk menyelesaikan secara musyawarah.
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Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau
perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut
dalam suatu Adendum atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten
Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada hari dan tanggal tersebut di atas
dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.
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PIHAK KEEMPAT PIHAK KETIGA
VI MARTINA DYAH PUSPITA DEWI
PIHAK KEENAM PIHAK KELIMA
A. HASWIDY RUSTAM H. A. MAHMUD BANCING
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